
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

ten tang 1999 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

1950 tentang 13 Tahun 2. Undang-Undang Nomor 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

bahwa untuk melaksakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2016 ten tang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015; 

Menimbang 

BUPATI GROBOGAN, 

· DBN{}AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

TAHUN ANGGARAN 2015 

TENTANG 

PERATURAN BUPAT1 GROBOGAN 

NOMOR ~?. TAHUN 2016 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesta Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q04 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Taht'.m 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

4. 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
'\ 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Noi:ror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Men Leri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 

20 i\ ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lcmbaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 

Nomor 6); 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 

2016 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun ~016 Nomor 3); 

24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Ke bu paten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 60); 

25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2015 ten Lang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2015 Nomor 28); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
' 



231.031.234. 931,00 

12.017.895.600,00 

Rp 

Rp 

3. Pembiayaan 

1) Penerimaan 

2) Pengeluaran 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 272.718.439.175,00 

b. Dana Perimbangan Rp l .186.214.542.310,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah Rp 558.655.953.271 lOO 

Jumlah Pendapatan Rp 2.017.588.934.756,00 
. '\ 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
l.) ~ Belanja Pegawai Rp 901.461.631. 091,00 

2) Belanja Bunga Rp 13.856.282,00 

3) Belanja Subsidi Rp 488.500.000,00 

4) Belanja Hibah Rp 61.321. 799 .887 ,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 12.710.116. 756,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp 5.100.671.460,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 221.64 7. 788.565,00 

8) Belanja Tidak Terduga Rp 240.103.328100 

Rp 1.202.984.467.369,00 

b.Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 51. 719.214.520,00 

2) Belanja Barang dan jasa Rp 429.655.613.491,00 

3) Belanja Modal Rp 294.827. 977 .266,00 

Rp 776.202.805.277 200 

Jumlah Belanja Rp l .979.187.272.646,00 

Surplus Rp 38.401.662.110,00 

Pasal 1 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015. 

PENJABARAN TENTANG BUPATI PERATURAN Menetapkan : 

MEMUTUSKAN; 



UPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal T _1.:.. 2016 

ROBOGAN, 

\ 

,~ 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

257.415.001.441,00 Rp 

219.013.339.331,00 Rp Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran tahun berkenaan 


